SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian penting

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan
perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

serta mendukung kedaulatan pangan nasional;

. bahwa perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan perlu

penataan kembali dan sinkronisasi terhadap pengaturan rencana
tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tengah yang mengubah

luasan lahan pertanian pangan di Daerah;

. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum

perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan

dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor
71, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

S7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menetapkan

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 19 dan angka 20
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk
usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan
kering.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten
guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan daerah.

4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial
yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya
tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan
proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,
memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya
dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan daerah dan Nasional.
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Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan
agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan
manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta
kesejahteraan rakyat.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri
yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin
pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik
dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang
didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan
keragaman lokal.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas
pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk
menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber
daya lokal.

Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga
negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk
komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan
fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang
pertanian.

Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah
yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau
tidak dipelihara.

Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak
mencukupi standar kesuburan tanah untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman.

Intensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil dengan cara
mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih
meningkatkan seperti penambahan pupuk, pemilihan bibit unggul,

saluran air irigasi, pemberantasan hama dengan baik.
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Ekstensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan
cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai
lahan pertanian.

Diversifikasi adalah penganekaragaman komoditi pertanian.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau
Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke
dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Provinsi
Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah
Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah. 26. Provinsi adalah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Dinas adalah dinas yang membidangi urusan di bidang pertanian.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya
disingkat menjadi RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3
Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan dalam:

a. RTRW;

b. RPJPD;

c. RPJMD; dan
d. RKPD.

(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

(4)

dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan
basah dan kawasan pertanian lahan kering.

Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:

a. Tanah Terlantar;

b. lahan pasang surut;

c. Lahan Marginal; dan

d. tanah berkas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan;

b. strategi;

c. program,;

d. rencana pembiayaan; dan

e. evaluasi.
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Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh)
tahun;

b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun;
dan

c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni, Pasal 5A, Pasal 5B

dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 5A
Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam
mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di
Daerah.
Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi :

a. pengembangan penganekaragaman pangan;

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. inovasi pertanian;

e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

f. fungsi ekosistem; dan/atau

g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 5B

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan

yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan

pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.

(1)

Pasal 5C
Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5B harus diinformasikan kepada publik

melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
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Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pangan melalui pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(6)

(7)

Pasal 6

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas
212.578 Ha (dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan
hektar).
Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu dan terintegrasi pada Peraturan Daerah Provinsi
yang mengatur RTRWP.
Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi mengacu
dan terintegrasi pada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur RTRWP.
Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui:
a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan

tanggapan dan saran perbaikan;
b. rapat koordinasi di tingkat Desa;
c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten; dan/atau
e. rapat koordinasi di tingkat Provinsi.
Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi minimal 1 (satu) kali
dalam lima 5 (lima) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
tingkat Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah

Kabupaten /Kota.

Pasal 7 dihapus.
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Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

(6)

(7)

Pasal 23
Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1).
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
Larangan Alih Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka:
a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum,;
b. Proyek Strategis Nasional; dan/atau
b. terjadi bencana
Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi pada Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mengembalikan ke keadaan semula.
Dalam hal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk
kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang
mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan
dengan mempertimbangkan:
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. potensi kehilangan hasil;
c. risiko kerugian investasi;
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya; dan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 23A

Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)
huruf b, merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang
memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
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(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk
Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar
infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan
memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam
perencanaan pembangunan nasional.

(3) Pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah
untuk Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52

(1) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin
pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah.
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
NOVALINA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 170
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (4-132/2024)

g¢suai dengan aslinya
O HUKUM,




12 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

L. UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di provinsi
Sulawesi Tengah selama ini telah dilakukan, dengan mendasarkan pada
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang secara teknis telah cukup mengatur
substansi dan prosedur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di daerah, namun mengingat dinamika perubahan
peraturan mulai dari Pusat sampai di daerah, tentunya belum mampu
mengakomodir Perubahan yang menampung kondisi khusus di Sulawesi
Tengah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini penting
dan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan Kebijakan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan
untuk menjamin ketersedian pangan, melindungi lahan pertanian yang
telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjtan serta

meningkatkan perekonomian petani.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 156
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